PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TIRGKAT 11 KEHDAL

PERATURAN DAERAH EABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KENDAL

HOMOR 4 TAHUN 1896

TENTAHNAG

SUSUNAN ORGANISASI DAH TATA KERJA DINAS PETERNAKAN

Menimbang

Hlengingat

.

9

KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KENDAL
DEHGAHN RAHMAT TOHAN YANHG MAHA ESA

BUPATT KEPALA DAERAH TIRGKAT IT KEHDAL

bahwa  dalam rangkea meninglkathkan kelancaran
prenvelenzaraan Femerintahan, PFembangunan dan
Kemasyvarakatan khususnya dibidang peternakan

serta kocrdinasi secars berdava guna dan berhasil
suna,dipandang perlu untuk menata kemball kelem-
bagaan Dinas Peternakan Kabupaten Dasrah Tingkat
IT Kendal ;

Lbahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan
Menverili Dalam Negeri Homor 2 Tshun 19594 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerj: Dinas Peternalk
ann Daerah, maka Peraturan Dasrah Kabupaten Daerah
Tingkat II FKendal MNomor 4 Tshun 1980 tentang
Susunan Organisasi dan Tatakerda Dinas Peternalan
Daersh Kabupaten Daerah Tingkat IT Kendal, dipan-~
dang sudah  tidak sesuai lagi  sehingga  perlu
dicabut dan diganti ;

baliwa berdasarkan pertimbzngan huruf “a’ dan "bY
tergsbut di atas, maka perlu ditetapkan Organisa-

31 dan Tatakerja Dinas Peternakan Eabupaten
Dacsrah Tingkst II Kendal denzan Peraturan Daerah

Rabupaten Dasrah Tingkat 1 Eendal.

Undang-undang Homor 13 Tahun 1950 tentang Pemben-
tukan Dasrah-daerah Kabupaten Dalam Lingbhungan
Propinsi Jawa Tengsh;

Undang-undang Homor 8 Tahun 1974 Tentaeng Pokok-
pokok Kepegawaian

Undang-undang Hemor & Tahun 1974 tentanag Pokok-
pokok Pemerintvahan di Daerahl;

Undang-undang Homor 8 Tahun 19687 tentang Ketentu-
an-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan:

3. FPeraturan .....
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Feraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
E» etapan Mulai Berlalkunvas Undang-undanz  Homor

.13.14 dan 15 Dari Hal Pembentulzan Dasr=ah -
daerah Kebupaten di Jawa Timar /Tengah / Barat
dan Dasrah Istimewa Yogyakarta ;

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang
Pzlakeanaan Penverahan Sebagian Uruaan Femerintah

rusat Dalsain Lapsngan Kehewanan Kepads Propinsi

Feraturan Psmerintah Momor 16 Tahun 1878 tsntzang
Perluasan Kotamadva Daerah Tingkat II Semarans:
Peraturan Psmerintah HNomor 8 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah:
Pzraturan Pemerintah HNomor 45 Tahun 1992 tentang
Penvelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat
Fada Dasrah Tingkst I1
Heputusan Menteri Dslam lHeger

ri MNomor 33 Tahun
1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Dasrah:
Eeputusan Henteri Dslam Hegeri Momor 87 Tahun
1893 tentang Pola Organisasi  Pemerintah Dasrah
dan Wilavah

Feputusan Menteri Dalam llegeri Homor 2 Tahun
1494  tentang Pedoman QOrsgsnisasi  dan  Tatakerda
Dinas Peternakan Daerah.

Derigan persetujusn Dewan Perwalilan Ralivat Dasrah Nabuoa-
¥ T

MEHMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
TENTANG SUSUNAN ORGANISASTI DAN TATA KERJA DINAS
PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KENDAL.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalanm Peraturan Dasranh ini vang dimaksud dengan

Daerah adalah Kabupaten Deserah Tingkat 11 Kendal;
Femerintah Dzz2rah adalah Pemerintah Habupaten Daerah

IT E=ndal;
Kepala Dassvah adalah Bupati K

(1;
17j
{ p

La Dasrah Tinskat

I1 Kendal;

Feternakan adalsh Dinas Peternakan Labupaten
Tingkat 11 Kendal;



T
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=. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peterrnakan Fabupaten
Dasrah Tinszskat II Kendal.

L. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Peternzkan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang
selanjutnya disingkat UPTD ;

g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Peternakan vang mempun-—

—3

Véa
vail dalam w11ayah Kabupaten Daerah Tinzkat IT1 K ndal,

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Dinass Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah
T i bidang Peternakan.

2y Dinas  Petsrnakan dipimpin oleh seorang Kepsala Dinas
Vang berada di  bawah dan bertangsunsg Jjawab kepada
al

la Daesrsh.
Pasal 3

Dinazs Peternakean mempunval tugas pokok menvelenggara-
kan  urusan rumsh tanzgza Decrall dan tugas  pembantuan  vang
rilkan 2leh Pemerintah dan atau Pemerintah Daesralhh Ting-

kat 1 Jawa Tengah di bidang Peternsksan.

Pasal 4

Untuls  menvalenzzarakan tuges sebagaimana  Pasal 3
FPeraturan Dasrah ini, Dinas Peternsakan mempunyal Tungsi
a. pelaksanaan pembinaan umum di bidazng petervnakan berda-

ssrkan kebljaksanaan veang ditetapkan oleh Gub=srinur
lepala vaerah Tingkat 1 Jawa Tengah

b. bimbingan teknis di bildang peternakan

O

pemberian izin dan penbinsan ussasha sesual dengan tugas-

e. pensgamatan Teknis sesual dengan tugss pokoknyvas
f. penselitiarn dalam bidang peternakan spesifik Daerah

zzual denzan masalal, kepentingan dan kondisi  linzkung
an khusus suatu Daerah;

z. pelaksanaan pengkajisan penerapan teknolcogl anjuran di
tingkat usaha tani ;

h. pengslolaan Unit Pelaksana Tsknie Dinas

i. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Peternalan.

BAB III
ORGANISAST

Bagian Pertama



Pola dan Susunan Organisasi
Pasal D

Organisasi Dinas Peternakan ditetapkan Pola Mak-

Pasal 6

(1) Zusunan Urganisasi Dinas FPeternakan terdiri dari
Kepalas Dinas ;

., Sub Bazian Tata Usaha ;

c. Sekel Produksi :

d. Seksi Usaha Tani dan Pengolshan

o

i

. Dekasl Kesehatan Hewan :

. Seksi Penvebaran dan Pengembsangan Peternagan
Seksi Penyuluhan

h. Cabang Dinas

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas

J. Kelompolk Jabatan Funsgsilonsal.

(2 2ub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 Urusan sedangkan
masing-nasing  Seiksl verdirl dari 4 2uln Zeksil  kecusli

Seksi Penvuluhan vang terdiri dari 2 Sub Seksi.

yooul Zazlan Tata Ussha, Seksi-sceksl dan kelompok Jdabatan

93]

fungsiconzl mazinz-maszing dipimpin oleh zecranzg  kepa-
la, pinmpinan / kepala kelompok jabatan fungsional yang

i

bertanggung Jawabh kepada kepala Dinas .

Pasal 7

Bazan Susuran Organisesasil Dinas Psternskan sebagaimana
cantum  pads  lampirsn Peraturan Dasrah ini, merupakan
ian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

U‘
qu

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 8

Vepala Dines mempunval tugas melaksanakan tuzgas pokok

dan Tungsi sebagaimana dimsksud Pasal 3 dsn 4  Feraturan
Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan
VPAEET xftﬁtalaPaanaan, rerencanasli, repszawsisn, keuangan,

Surat .....
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menyurat. ruman
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Langg:e

Pasal 10

perlengkapan dan

Untuk ﬁiavrldnggarakan tugze tevestat Paszal 9 Per-
zrn Daerzh ini., 3ub Bzzian Tets Useha mempunvai fungsi
elakganzan penvusunan rencana. program dan pelaporan
erta pembin:an organissasl desn tatalsksans;
alakeanzan pengelolaan administrasl kepsgawalan
elaksansan pengslalasn adininistrasl kewanzan
elzksanzsn pengurugan ruamesb tanosa dan perlengkapan,
urst menyvorat dan |

teprdiri dsri
d, Urusan Umum.
Masgsing - ma=sinzg Urusan terssbat  avat (1) Pasal ini,

dipimpin oleh secvang
bertanggung &

Fere

ruazan

Kepala

Jawap kepada Kepala Sub

da dil bawvah  dan

Yallg

an Tata Usaha.

encanasan mempunvail tugzs pengumprllan, menge-
lola dsn snalisie data dan statistik., penyispan bshan
lanoran Dinss, gervta menvusun  bahan yembinasn orga-

tahisans

Urusan Kepagawaian

PFenyusalisan

mempunval

rellcana Lebutunan dan p&ngembanz-"

tugas menyiapkan

mitazl pezaval serta peEnzurus pencsloLaan
kepegawalan.
rugan FenanIizn mampunvald tugsns nenviaplan bahzn penvu-

SUunan
.. =M ] A 1
riftikasi s=erta

mengurusg

JEY mengurus

Unum mempunyai tug

s Pendapatsan
mela
perl

U’;

dan ruamah tanzg

dan Dina

03]

2

Belanda
Ialzs ran.,

i parhitungan
D& .i -kilF\Y““ Aall.

angge.

3 mengurus surst  menyvuarat,

q‘
a serta perlenskapan.

PBagian decmeac

s Yo
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Pasal L3

i

mempunyal
bidanz pembinssan pr«dub

roduksi

ka

tuzas nelakeans
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Pasal 14

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

azal 13 Peraturan Dasrah ini, Seksi Produksi mempunval

(1)

(R

melakssnakan se

melakzanakan bimbingan teknik reproduksi :

bimbingan pembibitan ternak

&l
mslaksanakan bimbingan pengawasan, peredaran dan penggu-
naan pakasn
melakeanskan bimbingan pengksjian dan penersapan.

Pasal 15

Seksl Produksil terdiri dari

a. Sub Seksi Teknik Reproduksi ;
L. Sub Seksi Pembibitan

<. Sub Seksi Pakan

d. oub Seksi Kaji Terap.

+

Masing - masing Sub Sekei ebagaimana dimaksud avat
(1) Fasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala vanz berada
di hawah dan bertanggung jawal kepada Espzsla Sekai

Froduksi.
Pamal 16

oul Zekei Teknik Reproduksi mempunyal tugas menyvusun

B

kebutuhan semen dan mudigah, mengadakan, msnvimpan ¢
menyvalurkan s

an
men dan mudigah, memantauw insemin

QW
UI

&
buatan dan alih mudigah

cub Seksi Pembibitan mempunyal  Tugas membimbing pras

duksi  ternak bibit pedesaan, memantau pengawasan mutu
ternalk btibit, membilmbing registrasi tsrnak dan menguj i
ropulasi  dazar  ternak serta memantau  kinerda  ternak
Bibit.

sub  Sekszil  Pakan mempunyal tugas memantau  pengadaan,

reredsran dan penggunaan pakan ternali.
cub Sekesl Kaji Terap mempunval tugas membimbing pela
sanaan pengkajian pensrapan teknolozi di bidang peter-

nalzarn.

Bagian Kelima
Seksi Usaha Tani dan Pengolahan
Pasal 17

Seksil  Uszsaha Tani dan Pengolahan mempunyai tugas
bagian urussan Dinas Feternslkan di  bidang

usaha tani ternsk dan pengolahan hasil ternal.

Pazal 10 .....
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Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebageaimana dimaksud Pasal
Ugaha Tani dan Pengolahan

e
m
=

Peraturan Daerah ini. Se

mempunyvsai fungsi

a.

b. melaksanakan pemantauan sumber dava peternakan

. melakzanakan bimbingan pengolahan hasil peternakan ;

d. mel ksanakan bimbingan pemasaran peternakan.

Pasal 19

(1) Seksi Usaha Tani dan Fengolahan terdiri dari :
a. Sub Zeksi Pelavanan Usaha ¢
L. Sub Sekai Sumber Dava
c. Sub Seksi Pengolsahan Hasil
4. Sub S=ksi Pemeasaran.

(7) Masing - masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1)
Fasal ini. dipimpin oleh seorang Kepala vang berada di
bawah dan bertanggung jawak kepada Kepala Seksi Usaha
Tani dan Pengolahan.

Pasal 20

(1) Sub Seksi Pelavanan Usaha mempunyail tugas melakukan
pelayanan usaha tani ternak.

{2y Suk Sekesi Sumber Dava mempunyal tugas melskukan inven-
tarisasi dan memantau penyediaan jalan, ketenagaan, dan
permodalan usahas ternsk

({3) Sub Seksi Pengolahan Hasil mempunyail tugaz memantau dan
membimbing pengawasan pengolahan hasil fternak.

(4) Sub Sek=z=i Pemaszaran mempunyal tugas mengumpulkan.
mengolal dan menvadikan data pemasaran hewan dan penam-
pungan ternalk.

Bagian Keenam
Seksi Kesehatan Hewan
Pasal 21
Sekzi  Kezehatan Hewan mempunyail tugaszs melaksanakan
selhagian tugas Dinas Peternakan di bhidang kesehatan hewan.
Pasal 22
Untulk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal
71 Peraturasn Dasrsh ini, 3S=ksi Kesehatan Hewan mempunvai

melakzanakan pelavanan usaha peternakan ;

fungsi:



a. melaksanakan pengamatan, renyelidikan dan epidemiclogi

penyvakit hewan. serta membuat peta penyakit hewan.

b. melaksanakan rencegahan  dan  pemberantasan renvakit

hewarn.

. melaksanakan pelayvanan kesehatan hewan.

d. melaksanaksn pengawasan kesehatan ma syvarakat Veteriner.

Pasal 23

{1) Zeksi Kesshatan Hewan terdiri dari
a. Sub Seksi Pengamatan dan Penvidikan ;

. Zub 2eksi Pencegshan dan Pemberantasan ;
c. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan 3
d. Zub Seksi Kesehatan Masvarakat Veteriner.

(2) HMaging-masing Sub Seksi sebagaimana dimalksud avat (1)
Fasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala vang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehat
arn Hewan.

Pasal 24

(1) Sub Zeksi Pengamatan dan penyelidikan Penvakit mempun-
val tugas membimbing pengamatan, rpenyelidikan, epidemi-
ologi dan pembuatan pets penvakit hewan.

(Z) 2ub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan mempunval tugas
membimbing pencegahan dan pemberantasan penvalkit hewan.

(3) Sub  Sekesi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas
membimbing teknis pelavanan kesehatan hewan, dan meman-
Lau peredarsn dan penggunaan obat hewan.

(1) Zuk  3Beksl Kesshatan Masyvarakat Veteriner memnpunyai
tugas mengawasi hygiens dan sanitasi 1li ingkungan usaha
peternakan, melakukan pelavanan rumah votong  hewan
rumah potonz unggas serta memantau rerlindungan dan
Feseiahterasan hewan

Bagian Ketujuh
Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
Pasal 25
Seksl Penvebaran dan Pengembangan Peternakan mem-
punval tugas mslaksanakan sebagian tuzas Dinas Peternakan
di bidang penvebaran dan peng embangan peternakan.
Pasal 26
Untuk melasksanakan tugas tersebut pada Pasal 25
Peraturan Dasrah ini, Seksi Penyebaran dan Pengembangan



Peternakan mempunyai fungsi :
. Melaksanakan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran
dan pensgembangan weternakan

Y

b. Melaksanakan bimbingan penyiapan lokasi dan peternak :
c. Melaksanakan penataan ternak ;
d. Melaksanakan pelaksanaan urusan redistribusi ternak.

Pasal 27

(1) ZSeksi Penyebaran dan Fengembangan FPeternalkan terdiri
dari
a. Sub
. ol
& Sab
d. Subk

i Identifikas=zi
ksi Fenviapan
ol
1

o) N
O

e

)

[

Penataan :
Redistribusi

(&3]
h
forn
0]

i)
Ay
=
W
'_J

(2) Masing - masi

Fasal 1ini, di el 8=oransg H%pala TAang 16 %dd di
i

bawzh dan bertanggung jawab kepada Kepala Seks Penve
baran dan FPengembangsn Peternakan.

ikazsl mempunyal tusas melakukan bim-
lokasi penvebaran dan pengembangan

(Z) Sub SZekszi Penviapazn msmpunval tugas menyusun bahan tata
=teynakar, menviapkan lokasi dan petani di

rnakan.

s1)

dasrah penyebaran dan pengembangan pst

(3) Suk Seksl Penatsan mempunval tugas mengelola  adminis-
n

as
trasi gaduhan dan hbagi hasil ternak.

(4) Sub  Seksi Redistribusl mempunval  tugas mslaksanakan
pengumpulan, seleksi. penvebaran kembali ternak bibit.

Bagian Kedelapan

Seksi Penyuluhan

Pasal 29
Sekzl Penyuluhan mempunyail tugas melaksanakan =zeba-
gian tugas Dinas Peternakan 4i bidansz penvuluhan ternsak.
Pasal 30
Untuk melaksanakan tugas zebagsimana dimaksud  Pasal
29 Perasturan Dasrah ini. Ssksi Penyuluhsn mempunvai fung-

=1

a. Melsksanakan .....
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(1)
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anaan program, msetoda

Melaksanalkan penviapan dan pelaks
Y rta rekayvasa sosial  dan

dan asistem kerja penvuluhan, se
i

Hclakaanakan perencanaan, rendavagunaan dan  bimbingan
ketenagalk n penvuluhan ;

Melakaar akan bimbinzan dan pengembangan e lembagaan
petani

q{
r
T
Lﬂ
o

r1.

Melakaanakan perencanzan, pengadaan. pengolahan dan
bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan :
Hlelaksanakan perencanaan. pengadaan. penvebaran dan

bimbingan pengembangan materi psenvuluhan.
Pasal 31
Zelksi Penyvuluhan terdiri dari

g, Sub Sskzsi Tata Penvuluhan

b. Zub Seksi Kelembaszaan, Tenaga dan Sarana.

Masing - maszing Sub Ssksi  zebsagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal inil, dipimpin oleh secrang Kepala vang berad

&
di bawah dan bertanggung jawal kepada Espals Ssksi
Penvuluhan.

Pasal 32

cub Sekesil Tata Penvuluhan mempunvail  tugas memberikan
pelavanan teknis dan administrasi kepada para penvuluh
peternakan dalam penvusunan dan pelalksanaan programa
penvuliuhan., penerapan metoda dan sistem kerja  penvuluh
an, identifikasi faktor penentu, rekavasa sosial dan
ekonomi, pelaksanaan penvuluhan dan  binbingan serta
supervisl pelaksanaan penvuluhan.

Sub Sekesi Kelembasaan, Tenaga dan  Sarana  mempunvai
tugas menvusun  rencsna kebutuhan dan mendavagunakan
tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengslola

sarana penvaluhan, memperbanysak dan menvebarkan materi
penvuluhan  serta memberikam pelavanan telknis dan

administrasi kepada para penyvuluh dan pembinaan  dan

pengenbanszan  kelasmbagaan petani, penyelengsgaraan kur-
nzZgunsan sarana  penvuluhan dan

sua-kursus tani, Dpe
perumusan ssrta penyiapan materi penyuluhen.

Bagian Kesembilan
Cabang Dinas
Pasal 33
Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Peternzkan

vang mempunyval wilayah kerja meliputi satu atau bebera-
pa Eecamatan dalsam wilavah Kabupaten Dasrah



{2y Cabeang Dinas sebagaimana bersebut ayat (1) Pasal
ini, diplmpin oleh secrang Kepala Cabanzg vang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepalsa Dinas.

Pasal 34

Cabang Dinas sebhagaimana dimaksud Pasal 33 Peraturan
ini, dibentuk berdasarkan kriteris vang
oleh Menteri Dalam Hegeri.

m
o
el

an  ditetapkan

Bagian EKesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 3b
(1. UPTD wmempunvai kedudukan sebagai unzur pelaksana teknis
Operasional Dinas Fervernakan.
(2) UPTD dipimpin cleh seorang Kepala vang beradsa di  bawah

dan bertanggung Jjawab kepada Kepala Dinas Peternakan.

Pasal 36

JPTD ?ehaga'nana dimakasud Fasal 325 Peraturan
Dagrah 1ini, dibentuk berdasarkan kriteria vang skan dite-

taplken oleh Henteri Dalam Nezeri.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 37

(1) Kelompck Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Peter-
i

nakan mempuanyal

melakukan kegistan tahknis
i

nakan Jdi bidang n masing-masi

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud avat
(1) Pasal ini, dipimpin oleh secrang Tenaga Fungsional
UEnioP selaku ketua kelompok, vang berada di bawah dan
ertangzung Jawab kepada Kepala Dinas Petsrnskan

Pasal 38

(1) Kelompok Jabatan Funzsional dapat dibagi ke dalam  sub-
sub kelompok sesual dengan kebutuhan dan masing-masing
dipimpin seorang Tenaga Fungsional Senior.

2y Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat,
Jenis dan beban kerd

¢3) Pembinasn terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesusi

dengan peraturan perundang-undangan yvang herlaku.
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BAB 1V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 35

m

Fepala Dinas dan pejabat - pejabat lainnva di lin
in

kungan Dinas  Pesternakan angkat dan diberhentikan oleh

di
pejabat  vang berwenang sesual dengan Peraturan Psrundang-

undangan vang bearlaku.
Pasal 40

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepe-
gawalan distur kemudisn sssual dengan peraturan psrundang -
undangan vang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan  para
pimpinan satuan organisasl di lingkungan Dinas FPeternskan,
Cabang Dinas zerta UPTD wadib menerapkan prinsip koordina-
si, integrasi dan nkronisasi baik dalam lingkungan
mazing-mazing maupun antar satuan organisasi sesuail  dengan
tuzas masing-masing.

Pasal 42

i1l Eepala Dinas melaksanakan tugasnya

berdasarkan kebijak-
sanaan vang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah

R i

(2 Kepala Dinas berkewajiban memberi petunjuk, membilna,

menbimbing dan mengawasi pekerdaan unsur-unsur pembantu

dan velaksana vang berada dalam lingkungan Dinas Peter-
nakarn.

Pasal 43

(1) Setiapr Ppimpinan satuan organisasi wajib mengikuti  dan
mematuhi petunjuk-petuniuk dan bertangsung Jawal kepada
atasan masing-masing, serta menvampalksan laporan  tepat
pada waktunyva.

soF

{2y Setiap laporan vang diterima pimpinan satuan organisasi
wadit diclah dan dipersunakan ssbhazal bahan penyvusunan
laporan  lebih lanjut =erta untuk memberikan petundjuk
kepada bawahennve.

Pasal 44

Kepala Sub Bagiasn Tata Usaha, para Kspala Sceksi.dan
vinpinan/ Kepala kelompok jabatamn fungsional pada  Dinas

Peternakan .....



Peternakan menvampaikan laporan kepada Kepala Dinas. dan

Kepala Sub Bagisn Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pagal 45

Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini.,
akan diatur lebih lanjut oleh Bupatil Kepala Dasrah sepan-
Jang mengenal pelsaksanasnnya.

Pasal 46

Dengan berlakunya Persturan Daerah ini, maka Perstu-
ran  Daserah Kabupaten Dssrah Tingkat I1  EKendal Homor 4
Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatekeoja Dinas
Peternakan Daersh Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal
dinvatakzan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAH PERUTUDR
Pasal 47

Feraturan Daersh ini mulai berlsaku sejak tanggql di-
undangkan.

Agar supava setisp orang dapat mengetahuinyva meme-
rintahkan pengundanzgan FPeraturan Daersah ini dengan penempea-—
tannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkst 11
Kendal.

Ditetapkan di Kendal
29 Juli 1996
Pada tanggsl = 29
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KENDAL
NOMOR 4 TAHUN 1996
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KENDAL

PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1874
tentansg Pokok-pokok Pemsrintahan di Daerah serta  Peraturan
aan Otono-
ini Da~“1u qu an Titik EHIdY Pad& Dachh Tingkat II, telah
tercarmin bahwa tugas dan tangsgung jawab Daerah Tin
semalzin berat dan  komplek, sshingga diperluksn kesiapan
1

Dasrah Tinakat IT vang menyangkut kelembagaan, kepegawaian
dan | Dengan demikisn diharapkan densan kelem-

b:gaan. kep&g alan dan ketatalaksanaan vang tertata lebih
baik, akan dapat meningkstkan kemampuan Daserah dalam rangka
an otonomi Daerah termasuk peningkatan sumber dava
manusia.

Dinasg Peter

=

akan vang mempunyai tugas mcnywlcnegar kan

i3

urusan rumsh tanggs Daerah dan tuzZss pembantuan van diberi-
kan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tin glst I di
bidang Peternaskan, dipandang perlu untuk ditata kembali
mengingat perkembangan tu ekarang dan masa vang akan

m

as

oo

datang semskin banvak dan bers
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta dengan
telah diterbitkannva Keputusan Menteri dalam Negeri NHomor 9
Tahunn 1974 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Peternaksn ,dan dengan adanya surat kawat HMenteri Dalam
Hegeri Nomor : 081/2808/8J serta Surat Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah NHomor 081-18268 tanggal 11 Agustus 1995
perihal peningkstan Pola Or*anlsasi Dinas Dasrah Tingkat II
Kendal sehagai pola Maksimal, maka Pereaturan Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Kendal tidak berlaku lagi sehingaa
dicabut untuk menstapkan kembali Organisasi dan Tata Keria
Dinas Peternskan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.
Sebagai tindak lanjut hal tersebut di atas, mengingat
dalam Fasal 49 ayat 2 Undang - undang Momor 5 Tahun 1974
tentang Folok-pokok Pemerintahan di Daerah, bahwa Fembentukan
Susunan Organiszasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ditetapkan
dengan Persasturan Daersh sesual densgan pedoman vanz ditetapkan
ol=sh HMenteri Dselam Neger

DJ

[N

, maka perlu untuk menetapkan Susu-
nan  Organisasi desn Tatas Kerja Dinas Peternakan Kabupaten

Dagrah Tingkat II Kendal dengan Peraturan Daerah.

I1. PENJELACAN .....
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PENJELASAN

PASAL DEMI PASAL.
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huruar a
hurut b
hurutf o
huruf o

hurutf =
hurar T
hurur =z

huruf h
haratf i

huruf a

Cukup Jjelas
Cukup jelas.
Culkup Jdelas.
Cukup jelas.
cukup Jelas.
Cukup jelas.
Cukuy Jjelas.
Cukup jelas.
Cukup delas.

Yang dimaksud teknologi
teknologl yvang disarankan kepads pet
sesual dengan hasil penelitianshasil pe-

b

nEudlan.

)
i

Cukup jela:

Cukup jelas.
Cukup jelas
Cukup Jjelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jdelas.

Cukup 3
Cukur J
Cukup 3
Cukup
Yang dimaksud Produksi Peternakan adalah
kegiatan vang menvangkut usahsa peningkat
rembibitan, pakan,
baru di bidang

11
e
1]

¢4l
—
SO

w

-

LRe
(5
0]

Jelas.

an teknik reproduksi,
renerapan  teknologi
peternakan.

Cukup Jjels
Cukup jela

w

w

Yang dimaksud Semen adalah air mani ter-
nalk dan mudigah adalah embrvo ( calon
ansk ).

Cukup Jjelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas

Cukup jelas.

Cukup Jjelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas

- Yang dimaksud epidemiologi penyakit

mempelajari
hewan di

ilmu  vans
tentang penyebaran penyakit
suatu wilsyah.
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huruf b
huruf ¢
hurutf d

ayvat (1)
avat (29

avat (1)
avat (29
avat (3)
avat (4)

hurut a

hurut b
buruf o
hurut 4
huraf e

- Yang dimaksud peta penvakit hewan

adalah gambaran tentang kejadian penva
kit di suvatu wilavah vansg diwujudkan

dalam
Cukup jelas.
Cukup Jelas
Yan =)

i e

hentuk peta.

dlmnkuud kesehsatan masyarakat vete-

adalsh pensawaszan terhadap penu-

laran penvakit hewan pada manusia.

Cukup delas

Cukup Jelse
Cukup Jjelas
Cukup Jelas.
Kesehatan hewan segaimana dimaksud pasal
ini adsalsh memberikan perlskuan pada

hewan agar tidak tersikss.
Cukur Jelas.
Cukup jelas.

Cukur j=las
Cukup jelas.
Cukup Jelas.

Yang dimaksud administrasi gaduhan ada -
lah administrasi yang perjandi-
an peternalk penggaduh dencgan pemerintah
vang melirputl hak dan kewadiban
duh ser
Cukup
Cukup J

B .,

g
mengatur

enggs—

o+

sanksi

1))

A sanlksi penggaduh.

(o
q
=
m
w

il
',_J
I}
i

Yangz dimaksud rekavasa sosial dan ekono-
mi adalah penyel ngzaraan peternakan
vangz didasarkan atas kerja sama kelompok

petani/peternak, unsur embaga pelayvanan
intensifi-

fisiensi

dan aparatur pemerintah serta

kasi didasarksn

q

padsa

usaha .

Cukup jelas.
Culup delas.
Cukup jelas.
Cukup Jjelas.
Cukup jelas
Culup delas.
Cukup jelas.

Culkup jelas.
Cukup
Culup jelas.
Cukup
Cukup Jdelas.
Cukup
Cultup ¢

Culkup jelas.
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BAGAN SUSUMAN ORGANISASI
DIMAS PETERMNAKAN XKABUPATEM DAERAH
’ TINGKAT II KEHNDAL

Lampiran :

‘ ven
N

ALA DIMAS

|

Peraturan Daerah Kabupaten

Kendal
Organisasi
Kabupaten Daerah

Nomor

dan

4 Tahun

Tata

1994
Kerja
Tingkat II Xendal.

Dinas

Baerah Tingkat II
Tentang

Susunan
Peternakan
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